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BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Cimahi

3.1.1 Sejarah Kota Cimahi

Pada tahun 1901 Cimahi dibentuk sebagai kewedanan yang meliputi 5 kecamatan yaitu Cimahi, Padalarang, Batujajar, Cipatat, dan Cisarua. Selanjutnya Cimahi sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan sehingga yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif). Pada saat itu Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Blitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Kotif Cimahi ditetapkan sebagian kawasan pemukiman, kawasan militer dan zona industri. Sejak tahun 1975 Kotif Cimahi telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama disebabkan oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Kotif Cimahi sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategi, baik dari segi ekonomi, maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan mempunyai prospek yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kotif Cimahi perlu dibentuk menjadi Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Thn. 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, maka pada 21 Juni 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Melalui proses penelitian, tentang persyaratan Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berasaskan desentralisasi tentang aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesesuaian dengan Undang-Undang No. 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Thn. 1999.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayan, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup serta kewenangan di bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn. 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Sejak terbentuknya Kota Cimahi, keberadaannya telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, sehingga pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Pembangunan Kota Cimahi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta suasana kondusif dari masyarakat Kota Cimahi.

3.1.2 Keadaan Geografis Kota Cimahi

Berdasarkan Undang-Undang  No. 9 Thn. 2001, Kota Cimahi memiliki luas wilayah 4.025,73 hektar yang secara administrasi terdiri dari 3 kecamatan, 15 Kelurahan, 306 RW dan 1.609 RT. Pemanfaatan ruang di Kota Cimahi total terbangun sebanyak 61,54% dan total non terbangun sebanyak 38,46%.

Kota Cimahi terletak pada 107o31’ 15’’ – 107o34’ 30’’ Bujur Timur dan 06o50’ 00’’ – 06o56’ 00’’ Lintang Utara. Kota Cimahi terletak pada ketinggian 690 – 1.075 meter diatas permukaan air laut. Jarak Kota Cimahi ke Jakarta 180 km. Curah hujan di Kota Cimahi berkisar 1.500 MM – 3.000 MM, dengan suhu udara 18o – 29o C. Batas wilayah Kota Cimahi berbatasan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

2. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

3. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung

4. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
Gambar 3.1

Tempat Pemanfaatan Lahan Kota Cimahi
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Fungsi Kota Cimahi mempunyai fungsi yang terdiri dari, sebagai berikut:

1. Perdagangan dan jasa

2. Industri

3. Perumahan/pemukiman

4. Pusat pendidikan militer

5. Kawasan konservasi

3.1.3 Keadaan Kependudukan Kota cimahi
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk menjadikan masyarakatnya sebagai bagian dari proses tersebut. Keberhasilan penyelenggaran pemerintahan tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat atau penduduk daerah yang bersangkutan. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawabnya adalah dengan adanya sikap yang mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah daerah harus mampu memberikan perhatian khusus terhadap penduduknya, baik dari segi pelayanan maupun dari segi pemberdayaan yang dapat menunjang kehidupan penduduknya.

Jumlah penduduk di Kota Cimahi pada akhir tahun 2006 sebanyak 522.731 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 127 jiwa/Ha. Sedangkan laju pertumbuhan sebesar 3,13% /tahun. Adapun struktur mata pencaharian penduduk Kota Cimahi sebagai berikut:

Diagram 3.1

Struktur Mata Pencaharian Kota Cimahi

[image: image1.png]




Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat Kota Cimahi, yaitu di bidang industri dengan jumlah 43% dalam bidang jasa dengan jumlah 21%, bidang perdagangan dengan jumlah 19%, bidang angkutan dan komunikasi dengan jumlah 7%, di bidang konstruksi sebesar 4%, di bidang pertanian sebesar 1% dan di bidang pertambangan dan galian sebesar 1%. Maka di Kota Cimahi penduduknya mayoritas mata pencahariannya adalah di bidang industri.
3.2
Gambaran Umum Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota cimahi
3.2.1
Latar Belakang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi

Sebagai salah satu langkah awal untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Cimahi sejak berdirinya pada tahun 2001 telah mulai merintis upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di daerah adalah pelayanan perizinan investasi yang saat ini disadari atau tidak, telah mendapat sorotan yang bersifat marginal dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 117 Thn. 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal secara ekplisit memberikan jawaban kemudahan dan kesederhanaan untuk melaksanakan investasi di daerah dalam upya memberikan pedoman bagi pemberi pelayanan maupun pengguna layanan (masyarakat) investasi di daerah, sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya yang pada gilirannya akan memerikan kejelasan secara aplikatif dalam proses pelayanan perizinan investasi di daerah.

Upaya Pemerintahan dalam menata pelayanan perizinan sangat proaktip yaitu dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Thn. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, hal ini dilatarbelakangi hasil beberapa studi yang dilakukan oleh pihak luar negeri maupun Indonesia, menunjukkan bahwa hambatan dalam proses perizinan di indonesia antara lain :

1. Biaya untuk pengurusan  izin cukup tinggi;

2. Prosedur perizinan yang berbelit-belit;
3. Persyaratan perizinan cukup banyak dan rumit;
4. Waktu penyelesaian izin cukup lama dan tidak pasti.
Langkah antisipatif yang perlu dilakukan oleh Daerah adalah peningkatan pelayanan publik yang konkordan dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi bangsa, negara dan abdi masyarakat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1995 tentang  Perbaikan Pelayanan Aparatur dalam rangka meningkatkan citra Pemerintah dimata masyarakat yang saat ini memang dirasakan terjadinya fenomena dekadensi yang cukup memprihatinkan sehingga dengan adanya upaya terobosan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat setidaknya dapat menjawab berbagai tantangan khususnya pada tataran implementasi pelayanan perizinan  yang berdayaguna dan berhasilguna. 

Beranjak dari hal tersebut diatas, Pemereintah Kota Cimahi pada tanggal 7 Maret 2007 telah meresmikan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang berada dibawah Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi sebagai salah satu lembaga yang secara fungsional memberikan pelayanan perizinan investasi di Daerah, dimana dengan upaya reformasi ini diharapkan  terselenggaranya aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha akan kebutuhan perizinan yang mudah, cepat dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.2.2 Maksud dan Tujuan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Cimahi

Pengembangan PPTSP Kota Cimahi dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan penekanan pelayanan pada aspek:

1. Kesederhanaan Pelayanan;

2. Kejelasan, Keamanan;

3. Transparan;

4. Efisien, Ekonomis;

5. Ketepatan Waktu Pelayanan.


Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi Pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi Pemerintah, serta sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi ke suatu fokus yang telah dicita-citakan didalam visi. Adapun Misi PPTSP merupakan penjabaran dari visinya yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang profesional dalam bidang perizinan guna terciptanya pelayanan prima.

2. Meningkatkan kegiatan investasi masyarakat.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pegurusan perizinan.


Adapun tujuan penyelenggaraan PPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik, terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.


Adapun motto PPTSP sebagai upaya untuk memacu semangat kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan adalah: Cepat, Mudah, Transparan dan Pasti. Untuk memacu semangat bekerja aparatur pelayanan perizinan, maka ditetapkan janji layanan sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas sesuai dengan Standar Pelayanan dan Prosedur Tetap/Standard Operating Procedure (SOP);

2. Memproses perizinan dengan cepat, mudah, transparan dan pasti;

3. Memberikan pelayanan dengan ramah, cermat dan profesional.


Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab aparatur pelayanan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, harus ditetapkan nilai-nilai yang disepakati oleh segenap aparatur PPTSP, yaitu kedisiplinan, kerja keras, kerjasama, keimanan dan ketaqwaan. Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan PPTSP adalah:

a. Meningkatnya investasi dan kegiatan penanaman modal

b. Meningkatnya kualitas layanan perizinan penanaman modal

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin usaha

Adapun dasar hukum penyelenggaraan PPTSP, adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Thn.2006

2. Peraturan Daerah Kota Cimahi No.1 Thn. 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai daerah otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Thn.2003 No. 1 seri D)

3. Peraturan Daerah Kota Cimahi No.2 Thn. 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Thn.2003 No. 2 seri D)

4. Surat Keputusan Walikota Cimahi No. 503/Kep.1.B-Dispenmo/2007 tentang Pelimpahan Kewenangan PPTSP Kota Cimahi

3.3 Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan Satu Pintu Di Kota Cimahi
a. Sarana Fisik Pelayanan;

Sarana fisik  Ruang pelayanan perizinan yang berada di Gedung C lantai 1 terdiri dari : 

· Ruang Tunggu

· Sarana Informasi (Information Desk)

· Ruang Rapat

· Ruang khusus merokok

· Ruang Satuan Pengamanan

· Ruang Pembayaran (Bank Jabar, terpisah dari PPTSP)

· Ruang ATM

· Ruang Tunggu/ruang pelayanan

· Sarana Informasi (Information desk)

· Ruang proses izin (Back office)

· Ruang Kepala Bidang dan Kepala Seksi (3 ruangan).

· Loket Pelayanan 6 buah (Front Office), dengan fungsi setiap loket sebagai berikut:

· Loket 1 melayani Pengaduan yang berkaitan perijinan 

· Loket 2 melayani perijinan :

1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;

2. Izin Lokasi;

3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

4. Izin Mendirikan Bangunan;

5. Izin Undang-undang Gangguan/HO;

6. Izin Pemakaian Tanah;

7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
· Loket 3 melayani perijinan :

8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

9. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )

10. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )

11. Tanda Daftar Gudang ( TDG )

12. Surat Izin Usaha Perdagangan  – Sewa Beli ( SIUP-SB )

13. Surat Izin Usaha Pasar Modern ( SIUPM )

14. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri (DK-PDN)

15. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional? Lokal ( PDN/L )

16. Tanda Daftar Usaha –Waralaba TDU – W L )

17. Tanda Daftar Usaha Organisasi Niaga/Asosiasi  (TDO-UN/A )

18. Angka Pengenal Eksportir (APE)

19. Angka Pengenal Importir (API)

20. Izin Pemakaian Kios / Izin Pemakaian Lapak.      ( IPK/IPL )

21. Izin Perluasan Industri (IPI)

22. Izin Usaha Industri (IUI)

23. Tanda Daftar Industri (TDI)

24. SIUKP
· Loket 4 melayani perijinan :

25. Izin Trayek

26. Izin Pemasangan Jaringan Instalasi di Bawah Tanah

27. Izin Reklame

28. Izin Pembuangan Limbah Cair

29. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah

30. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah ( SIPA )

31. Izin Penurapan dan Eksplorasi

32. Izin  Penyimpanan Bahan Bakar Untuk Industri
· Loket 5 melayani perijinan :

33. Izin Balai Pengobatan Umum Perusahaan / Institusi

34. Izin Pengobatan Umum Swasta Perorangan

35. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin

36. Izin Penyelenggaraan Apotik

37. Izin Penyelenggaraan Toko Obat

38. Izin Penyelenggaraan Optik

39. Izin  Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani

40. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

41. Izin Balai Asuhan Keperawatan

42. Izin Balai Konsultasi Gizi

43. Izin Laboratorium

44. Izin Rontgen / Pelayanan Radiologi

45. Izin Penyelenggaraan CT Scan
46. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyelahgunaan dan Ketergantungan Napza

47. Izin Penyelenggaraan JPKM

48. Izin Rekomendasi Rumah Sakit

49. Izin Penggunaan dan Pengawasan Bejana Tekan

50. Izin Penyelenggaraan Latihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri ( BLKLN )

51. Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa TKI

52. Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Latihan Swasta

53. Izin Pemakaian Lift

54. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pembangkit Listrik

55. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Angkat/Angkut.

56. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Pendingin

57. Izin Penggunaan dan Pengawasan Pesawat Uap

58. Izin Pendirian Sanggar/Kursus Seni

59. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal

60. Izin Pendirian Sekolah Swasta.
· Loket 6 melayani Penyerahan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Dokumen Izin 

PPTSP Kota Cimahi sudah menerapkan sistem pembayaran secara langsung melalui Bank Jabar (Banking System), sehingga proses yang terjadi pada loket ini hanya memberikan SKRD kepada pemohon untuk membayarkan retribusi izin ke bank, dan tanda setoran yang sudah divalidasi oleh bank(dibayar) ditukarkan dengan dokumen izin. Jadi tidak ada lalu lintas uang di PPTSP ini, sehingga kemungkinan terjadinya pungli/biaya tinggi relatif sangat kecil.
a. Prasarana Pelayanan;

Pelayanan perizinan pada saat ini memiliki :

· 20 unit personal komputer pada setiap loket;

· 2 unit komputer Notebook

· 2 Unit Komputer Server

· 9 Unit printer

· 1 unit Plotter

· 1 unit Touchscreen

· 1 unit Bar code reader (untuk pengamanan terhadap pemalsuan)

· 1 Unit kendaraan roda empat

· 5 Unit Kendaraan roda dua

· 5 unit telepon (1 unit eksternal dan 4 unit internal/aiphone)

· 1 Unit Scanner

· 1 Unit Projector (infocus)

· 1 unit projector screen
· 1 unit faximile

· 1 buah external hardisk 80 GB.

· 7 unit Air Conditioning (AC)

· 1 unit Soft Ware Sistem Informasi Pelayan Perizinan

· Website Pelayanan Perizinan dengan alamat: http://dispenmo.cimahikota.go.id  dan http://pptsp.cimahikota.go.id.

· 1 unit fasilitas LAN di lingkungan Kantor PPTSP.
b. Sarana Barang Cetakan;

Sebagai sarana informasi tentang pelayanan perizinan kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha, setiap loket dilengkapi dengan  Brosur / Leaflet mencakup 30 Jenis perizinan dan Buku panduan Pelayanan perizinan sebagai pedoman bagi aparatur pelayanan perizinan dalam memberikan informasi tentang proses perizinan. 

c. Sarana Teknologi Informasi;

Sarana yang ada pada saat ini yang berupa sarana kerja terbagi dalam bentuk hardware dan software. Yang berbentuk hardware adalah berupa seperangkat personal komputer berikut printer, sedangkan dalam bentuk software untuk pelayanan informasi dan data base yang dirinci sebagai berikut :

a. Aplikasi pelayanan informasi kepada masyarakat adalah berupa aplikasi berbasis internet yang berupa website yang berisi informasi mengenai tata cara pengajuan perizinan, perundang  - undangan yang berkaitan dengan produk perizinan, status pengurusan dokumen yang diajukan oleh masyarakat. Alamat website tersebut adalah http://dispemo.cimahikota.go.id 

b. Aplikasi database yang dikembangkan adalah Sistem Informasi Perizinan Satu Pintu yang berupa aplikasi dengan data base yang terdiri dari 60 Aplikasi untuk perekaman data-data perusahaan dan izin – izin yang diajukan dan pencetakan produk – produk izin yang dihasilkan.
3.4 Kelembagaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)   Kota Cimahi

3.4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidsng perizinan yang meliputi pelayanan perizinan, pelaporan, informasi dan pengaduan serta urusan ketatausahaan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi

a. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan
b. pembinaan dan pelaksanaan pelayanan, pengolahan, pelaporan, informasi dan pengaduan
 maka susunan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Kota Cimahi terdiri dari :
Kepala Kantor, yang membawahi :

a.   Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b.   Kepala Seksi Pelayanan
c.   Kepala Seksi Pelayanan dan Pelaporan
d.   Kepala Seksi Informasi dan Pengadua
Masing-masing Kepala Seksi membawahi staf atau pelaksana.Gambar Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, secara lengkap dapat dilihat pada bagab berikut;

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)  Kota Cimahi







3.4.2 Personalia

a. Personil PPTSP Kota Cimahi
PPTSP Kota Cimahi bidang perizinan didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari 4 (empat) orang pejabat struktural dan 27 (dua puluh tujuh) orang pelaksana, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Pendidikan Personil PPTSP

	No.
	PENDIDIKAN
	JUMLAH
	KET.

	1.
	Pascasarjana (S2)
	1
	

	2.
	Sarjana (S1)
	24
	

	3.
	Dipoloma 3 (D3)
	2
	

	4.
	SLTA
	4
	

	
	Jumlah
	31
	


Tabel 3.2
Disiplin Pendidikan Personil PPTSP

	No.
	DISIPLIN
	JUMLAH
	KET

	1. 
	Teknik Industri 
	3
	

	2. 
	Teknik Sipil
	2
	

	3.
	Teknik Geodesi
	1
	

	4.
	Teknik Geologi
	1
	

	5.
	Teknik Elektro
	1
	

	6.
	Teknik Lingkungan
	3
	

	7.
	Teknik Kimia
	1
	

	8.
	Teknik Informatika
	2
	

	9.
	Teknik Pangan
	1
	

	10
	Ilmu Ekonomi/Manajemen
	3
	

	11.
	Ilmu Kesehatan Masyarakat
	2
	

	12.
	Ilmu Pemerintahan
	1
	

	13.
	Ilmu Sosial
	2
	

	14.
	Ilmu Perpustakaan
	1
	

	15.
	Umum
	7
	

	
	Jumlah
	31
	


b. Tim Teknis

Guna mendukung pemrosesan perizinan, PPTSP didukung oleh Tim Teknis yang anggotanya berasal dari Dinas/instansi teknis dan personil kecamatan mempunyai  tugas :

· Melaksanakan pemeriksanaan di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaaan serta membuat analisis/ kajian sesuai bidangnya;

· Memberikan rekomendasi teknis;

· Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perijinan yang diberikan sesuai  bidang tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

Jumlah Tim Teknis seluruhnya ada 98 orang, dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel 3.3

Personil Tim Teknis

	No
	Kualifikasi/Jabatan
	Jumlah

	1
	Eselon III
	18 orang

	2.
	Eselon IV
	21 orang

	3.
	Pelaksana
	51 orang

	
	Jumlah
	98 orang


c. Tim Pembina PPTSP Kota Cimahi

Dalam rangka Memberikan pembinaan terhadap kelancaran operasional PPTSP, Pemerintah Kota Cimahi telah membentuk TIM Pembina PPTSP yang memiliki tugas sebagai berikut :

· Memberikan arahan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada PPTSP;

· Bertanggung jawab secara umum atas kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;

· Melaksanakan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan PPTSP Kota Cimahi;

· Memberikan petunjuk teknis kegiatan pelayanan;

· Mengkoordinasikan SKPD yang menyelenggarakan pelayanan umum di PPTSP Kota Cimahi;

· Memberikan laporan setiap bulan kepada penanggung jawab.

· Membina dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk melengkapi kegiatan usahanya dengan perizinan sesuai tugas pokok SKPD terkait;
· Mengawasi dan mengendalikan ijin yang sudah diterbitkan oleh PPTSP Kota Cimahi sesuai tugas pokok SKPD terkait.

Tim Pembina PPTSP anggotanya terdiri dari para kepala SKPD terkait pelayanan perizinan dengan ketuanya Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan jumlah personil sebanyak 14 orang.


3.5 Gambaran Umum Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi

Peningkatan mutu pelayanan publik merupakan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh dinas kepemerintahan hal ini berlaku juga dalam pengelolaan perizinan. Dengan adanya PPTSP diharapkan pengelolaan perizinan dapat memberikan nilai positif bagi masyarakat umum.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Cimahi dan Prosedur tetap / Standard  Operating Procedure (SOP) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagai berikut:

3.5.1 Klasifikasi /Sasaran

1. Setiap bangunan yang ada di Kota Cimahi.

2. Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Kota Cimahi.
3. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan di dalam atau di atas permukaan tanah dan di perairan, baik yang bersifat permanen atau tetap dan sementara. 

4. Bangunan Pokok adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam satu persil.
5. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang mempunyai fungsi penunjang dari bangunan pokok;
6. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat/ mengubah, memperbaharui/ memperbaiki, menambah/ memperluas bangunan.
7. Rumah Tinggal adalah bangunan yang di peruntukan sebagai tempat tinggal/kediaman oleh perorangan atau suatu keluarga dengan sarana prasarana/fasilitas yang memadai. 

8.  Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
9. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
10. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Non Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA);

3.5.2 Persyaratan IMB Kota Cimahi
1. Photo copy KTP atau tanda bukti diri.

2. Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum.

3. Surat Kuasa apabila dikuasakan.

4. Photo copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah lainnya.

5. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Photo copy Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

7. Surat pernyataan / surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya.

8. Surat pernyataan menyediakan lahan parkir bagi bangunan ruko, perusahaan, industri dan tempat rekreasi, sebagaimana tercantum dalam gambar situasi/Gambar Tapak Bangunan;

9. Gambar Konstruksi Bangunan yang sudah ada / Rencana Gambar Konstruksi Bangunan yang sudah disahkan oleh Dinas Tata Kota;

10. Perhitungan konstruksi bangunan baja dan atau beton apabila bangunan bertingkat, serta penyelidikan tanah/zondering tanah;

11. Photo copy Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL),  bagi bangunan perusahaan yang wajib memiliki;

12. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya bagi bangunan rumah tinggal bertingkat, Perusahaan dan Industri, yang diketahui oleh RT, RW, Lurah;

13. Untuk perombakan, perubahan dan  penambahan diketahui cukup RT, RW;

14. Tanda lunas PBB tahun terakhir.
15. Persyaratan lainnya dari Dinas terkait bila dipandang perlu;

3.5.3 Struktur Tarif Retribusi IMB Kota Cimahi
1. Untuk setiap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan  dikenakan retribusi.

2. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Bangunan Rumah Tinggal meliputi :

1. Untuk Bangunan semi Permanen adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok  x  0,2 %.

2. Untuk Bangunan Permanen Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok  x  0,2 %.

3. Untuk Bangunan Permanen Rumah Sederhana (RS) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,5 %.

4. Untuk Bangunan Permanen Real Estate (RE) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,5 %.

5. Untuk Bangunan Permanen (Vila) adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 0,5 %.

b. Bangunan Perusahaan meliputi :

1. Untuk Bangunan semi Permanen adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 1 %.

2. Untuk Bangunan Permanen I adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x 1 %

3. Untuk Bangunan Permanen II adalah luas bangunan x tarip harga dasar pokok x     1 %.

c. Bangunan Pemerintah ditetapkan sesuai ketentuan Ayat (2) Pasal ini.

d. Bangunan Pelengkap, meliputi :

1. Untuk membuat / memperbaharui Gorong-gorong, adalah setiap meter panjang x tarip harga dasar bangunan pelengkap x 0,5 %;

2. Untuk membuat / memperbaharui benteng tembok (branmuur batas) adalah tiap meter panjang x tarip harga dasar bangunan pelengkap x 0,5 %;

3. Untuk membuat / memperbaharui pagar besi (tembok) / ram dengan kawat /ram dengan kawat tinggi tidak lebih dari 1.20 m adalah tiap meter panjang x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

4. Untuk membuat / memperbaharui jembatan adalah luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

5. Untuk membuat jalan tanah / koral adalah luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

6. Untuk membuat jalan beton / aspal dan jembatan adalah tiap luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

7. Untuk membuat selokan / grappel adalah tiap meter panjang x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

8. Untuk membuat tangki air adalah  tiap meter kubik x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

9. Untuk membuat bak / kolam / water treatmen/ tanki  adalah tiap luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

10. Untuk membuat rabat, lantai terbuka, jemuran adalah luas bangunan x tarip harga bangunan pelengkap x 0,5 %;

11. Untuk bangunan diluar ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, c, dan d dihitung sebesar 1 ( dari Rencana Anggaran Biaya  (RAB) bangunan pokok dan bangunan pelengkap.

3. Pada bangunan bertingkat (loteng) besarnya retribusi dikenakan untuk tiap tingkat sebesar ¾  x  retribusi bangunan pokok lantai satu;

4. Pada bangunan tanpa dinding besarnya retribusi dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi bangunan pokok.

5. Untuk perombakan / perbaikan ringan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 9 dikenakan tarip sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen);

6. Untuk mendapatkan izin ulang, karena izin yang telah diterbitkan hilang, perubahan status daerah / wilayah, dan rusak (tidak terbaca)  retribusinya dikenakan 20% (dua puluh persen) dari tarip yang berlaku;

7. Balik nama IMB, pemohon dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip yang berlaku;

8. Untuk mendapatkan izin penyesuaian karena izin yang diberikan akan mengalami perubahan tapak, rangka atap dan bentuk / type bangunan retribusinya dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip yang berlaku;

9. Untuk bangunan rumah tinggal yang berubah fungsi menjadi bangunan toko / perusahaan / perusahaan industri, pemohon dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari tarip dasar bangunan pokok Perusahaan Industri;

10. Untuk bangunan Perusahaan / Perusahaan Industri yang mengalami perubahan peruntukan tanpa balik nama dikenakan biaya 20% (dua puluh persen) dari tarip retribusi.

11. Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan / rumah tinggal / hunian / kantor pemerintah 20% x luas Bangunan  x Rp. 500,-;

12. Biaya pengesahan gambar perencanaan untuk bangunan Perusahaan / Perusahaan  Industri  20 % x luas bangunan x Rp. 1.000,-;

13. Biaya Pemeriksaan gambar dan pengawasan untuk bangunan / rumah tinggal / hunian / Kantor Pemerintah dan Perusahaan / Perusahaan Industri sebesar 10% x jumlah tarif retribusi.

14. Bagi setiap pengajuan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan biaya untuk Papan Proyek / Papan Izin Mendirikan bangunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penerbitan, yang alokasi dananya tidak disetorkan ke kas Daerah melainkan dipergunakan untuk bahan papan IMB.
Dari persyaratan prosedur di atas Program ini pada prinsipnya adalah pengembangan sistem pelayanan bagi masyarakat yang merupakan salah satu kewajiban palaksanaan tugas dan fungsi Pemda di Indonesia. Pelaksanaan program ini tidak membutuhkan terlalu banyak sumber daya berupa dana, bahkan melalui program ini Pemda dapat melakukan berbagai efesiensi anggaran.
Selain itu, tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan Sistem ini dapat menjadi salah satu alasan kebersinambungan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dukungan dari masyarakat tersebut direspon oleh Pemerintah dengan meningkatkan sarana dan prasarana sistem pelayanan Satu Atap tersebut. Salah satunya adalah dengan peningkatan efesiensi dan efektifitas kerja instansi terkait guna menjaga kebersinambungan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang dikenal dengan One Stop Service (OSS) terutama mengenai IMB yang dilaksanakan di beberapa daerah telah terbukti dalam meningkatkan produktivitas dengan hasil pelayanan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, selama Pemda memiliki komitmen yang sama dan memiliki keberpihakan pada rakyat,
maka program ini dapat pula diterapkan di Kabupaten lainnya di Indonesia.
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